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Abstract :The objective of the research was to analyze the influence of PAD (Regional Generated Revenues), 

Balanced Funds, and LPDS (Other Legal Regional Revenues) on IPM (Human Development Index) In The 

District/City Of South Sumatera Province 2012-2014 period. This research utilizies secondary data. The data 

are taken from the website BPS Statistic Indonesia (www.bps.go.id). The data which is analyzed in this research 

are collected through the realitation revenue and expenditure of provincial government. The result of this 

research show that partially Regional Generated Revenues, Special Alocation Funds, and Other Legal Regional 

Revenues have a significant impact to the Human Development Index. Whereas, Revenue Sharing Fund and 

General Alocation Funds don’t have a significant impact to the Human Development Index. Regional 

Generated Revenues, Revenue Sharing Fund, General Alocation Funds, Special Alocation Funds, and Other 

Legal Regional Revenues have a significant impact to the Human Development Index simultaneously. 

 

Keywords: Regional Generated Revenues, Revenue Sharing Fund, General Alocation Funds, Special Alocation 

Funds, Other Legal Regional Revenues and Human Development Indekx  

 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Kota/Kabupaten Sumatera Selatan periode tahun 2012-2014. Jenis data yang dipakai adalah data 

sekunder. Data diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik-Indonesia (www.bps.go.id). Data yang dianalisis 

dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil 

analisis menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Bagi 

Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,  Dana Alokasi Khusus, Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Indeks Pembangunan Manusia 

 



1. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional Indonesia, 

pada hakikatnya adalah pembangunan 

manusia seutuhnya yang menghendaki 

peningkatan kualitas hidup penduduk baik 

secara fisik, mental maupun spiritual. 

Kegiatan pembangunan manusia ini tidak 

terlepas dari penduduk atau masyarakat, 

karena penduduk merupakan titik sentral 

kegiatan pembangunan. Pembangunan 

tidak semata-mata diartikan sebagai 

kegiatan yang menekankan pada aspek 

fisik saja, tetapi pembangunan disuatu 

daerah harus bermanfaat bagi masyarakat 

yang tinggal didalamnya. Pada akhirnya, 

pembangunan dapat mengangkat kualitas 

masyarakat. Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah daerah untuk 

mengangkat kualitas masayarakat yaitu 

dengan cara melaksanakan pembangunan. 

Upaya pelaksanaan pembangunan pada 

setiap daerah merupakan bagian dari 

terselenggaranya pelaksanaan otonomi 

daerah.  

Pelaksanaan otonomi daerah 

berimbas pada pembentukan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah karena 

berguna untuk memaksimalkan 

penerimaan daerah demi kemakmuran 

kehidupan masyarakat. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  dapat 

digunakan untuk menjalankan program 

kerja yang sudah dirancang sesuai 

keputusan para pejabat daerah. 

Perancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sejalan dengan 

kepentingan politis dan birokrasi 

pemerintahan. Strategi alokasi belanja 

daerah memainkan peranan yang t penting 

guna meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia.  

Indeks Pembanguan Manusia 

adalah indeks komposit untuk mengatur 

pencapaian kualitas pembangunan manusia 

untuk hidup secara lebih berkualitas, baik 

dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan 

maupun ekonomi (Christy dan Priyo Hari 

Adi, 2009). IPM mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah 

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai 

ukuran kualitas hidup, IPM dibangun 

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 

Dimensi tersebut mencakup umur panjang 

dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan 

yang layak. Indeks pembangunan manusia 

ini dihitung sebagai rata-rata sederhana 

dari tiga indeks yang terdiri dari indeks 

harapan hidup yang diukur dengan harapan 

hidup pada saat lahir, indeks pendidikan 

yang diukur dengan kombinasi antara 

angka melek huruf pada penduduk dewasa 

dan rata-rata lama sekolah, serta indeks 

standar hidup layak yang diukur dengan 

pengeluaran perkapita yang telah 

disesuaikan atau paritas daya beli. 

Sumber-sumber keuangan utama 

daerah yang digunakan untuk membiayai 

belanja daerah adalah Pendapatan Asli 



Daerah (PAD) yang berupa pendapatan 

pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan 

hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain PAD yang sah. Adanya 

ketimpangan PAD antara satu provinsi 

dengan provinsi yang lain di Indonesia, 

maka melalui Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang 

dapat digunakan dalam pembangunan 

daerah yaitu dana perimbangan yang 

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 

Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain 

pendapatan yang sah. Dana perimbangan 

diberikan oleh pemerintah pusat dalam 

rangka menutupi kesenjangan fiskal 

daerah yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai penyelenggaraan  

pembangunan dengan PAD nya. 

Fenomena yang terjadi saat ini 

adalah bahwa didalam meningkatkan 

capaian Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), pemerintah daerah dihadapkan 

pada permasalahan yang sifatnya 

fundamental, yaitu: tingkat kebutuhan 

daerah (fiscal need) yang tinggi, yang 

tidak seimbang dengan kapasitas fiskal 

(fiscal capacity) yang dimiliki daerah, 

sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal 

(fiscal gap) yang tinggi juga, yang akan 

berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi 

di daerah (Taaha, et al., 2011), dan pada 

akhirnya pertumbuhan ekonomi tersebut, 

akan berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (Mirza, 2012; 

Chalid dan Yusuf, 2014). 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder yang berasal dari Badan Pusat 

Statistik Indonesia (www.bps.go.id ). 

 

2.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi  dalam penelitian ini 

adalah Provinsi Sumatera selatan 

Sebanyak 17 kabupaten/kota.Berikut 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

dalam penentuan sampel penelitian ini 

adalah : 

a. Merupakan Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Sumatera Selatan 

b. Memiliki laporan keuangan relaisasi 

Anggaran tahun 2012-2014 

c. Memiliki angka Indeks Pembanguan 

Manusia dari BPS tahun 2012-2014 

d. Memiliki kelengkapan data dan 

informasi keuangan mengenai-mengenai 

variabel-variabel yang diteliti. 

Dari kriteria diatas didapatkan 15 

kabupaten/kota yang menajadi sampel 

penelitian ini. 

 

2.3 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan teknik dokumentasi, 

http://www.bps.go.id/


yakni peneliti melakukan pengumpulan 

data sekunder yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Selain itu, 

peneliti juga melakukan studi kepustakaan 

yakni buku-buku dan jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

2.4 Variabel Pengukuran  

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia  

Indeks Pembangunan Manusia 

didasarkan pada 4 variabel berdasarkan 

booklet IPM metode baru yaitu: Angka 

Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama 

Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per Kapita 

Disesuaikan. Untuk melihat capaian IPM antar 

wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan 

IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu :  

 

 

 

 

 

2.4.2 Pendapatan Asli Daerah  

Menggunakan rasio efektivitas dari 

PAD yang merupakan rasio digunakan 

untuk mengukur hubungan antara besarnya 

hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan 

besarnya Pendapatn Daerah. Pengukuran 

PAD dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran 

pengukuran variabel yang dilakukan untuk 

mengukur PAD : 

PAD =  X 

100% 

 

2.4.3  Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah 

dengan memperhatikan potensi daerah 

penghasil berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak 

dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). 

DBH =  X 

100 

 

2.4.4  Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

merupakan dana yang berasal dari APBN, 

yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan daerah 

untuk membiayai kebutuhan 

pengeluarannnya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran 

DAU dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran 

pengukuran variabel yang dilakukan untuk 

mengukur DAU : 

DAU =  X 

100% 

 



2.4.5 Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus merupakan 

dana yang berasal dari APBN, yang 

dialokasikan kepada daerah untuk 

membantu membiayai kebutuhan khusus. 

Pengukuran DAK dalam penelitian ini 

didasarkan pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). 

Berikut penjabaran pengukuran variabel 

yang dilakukan untuk mengukur DAK : 

DAK =  X 

100% 

 

 2.4.6 Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah Didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah merupakan seluruh 

pendapatan daerah selain PAD dan dana 

perimbangan, yang meliputi hibah, dana 

darurat, dan lain-lain pendapatan yang 

ditetapkan Pemerintah. 

 

Analisis Regresi Berganda  

Model persamaan regresi untuk 

menguji hipotesis dengan formula sebagai 

berikut : 

IPM = α + β1PAD + β2DAU + β3PDAK 

+ β4DBH+ β5LLPDS + ε 

Keterangan : 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

α = Konstanta 

 PAD = Pendapatan Asli Daerah 

DAU = Dana Alokasi Umum 

DAK = Dana Alokasi Khusus  

DBH =Dana Bagi Hasil 

LLPDS=Lain lain pendapatan daerah yang 

sah 

 

Pengujian Hipotesis (uji t)  

Uji statistik t untuk melihat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan asumsi variabel lain dianggap 

tetap. Taraf nyata yang digunakan adalah α 

= 5 persen, df = (n-k). Kriteria uji t adalah 

H0 diterima jika thitung ≤ ttabel, 

sebaliknya H0 ditolak jika thitung ≥ t 

tabel. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Uji Asumsi Klasik 

      Uji Normalitas 

 

Tabel 1 

 
Hasil pengujian statistik 

menemukan bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) seluruh variabel diatas α = 0,05. 

Hal ini berarti data yang diuji terdistribusi 

normal. 



3.2 Uji Heterosdastisitas 

Tabel 2 

 

 

Hasil uji heteroskedastisitas di atas 

juga menunjukan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas yang terjadi dalm 

grafik scatterplot sebab terlihat bahwa 

titik-titik menyebar secara acak diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Hasil Auto korelasi menunjukkan 

bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yaitu 

sebesar 2,162. Jika nilai DW antara -1 dan 

+1 (-1<DW<+1) berarti tidak terjadi 

autokorelasi. Nilai DW sebesar 1,968 

terletak diantara -1 dan +1, maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

 

3.3 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3 

Model 

Unstandard

ized 

Coefficient

s 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t 

Si

g. B 

Std. 

Erro

r Beta 

1 (Const

ant) 

1,72

4 
0,63   

27,3

00 

,0

00 

PAD 
,050 ,17 ,412 

2,94

1 

,0

05 

DBH 
,004 ,018 ,034 ,223 

,8

25 

DAU 
,005 ,028 ,027 ,168 

,8

68 

DAK 
-

,033 
,015 -,327 

-

2,25

8 

,0

30 

LLPD

S 
,058 ,021 ,392 

2,71

1 

,0

10 

 

Dari hasil analisis regresi berganda 

pada tabel diatas  dapat disusun persamaan 

sebagai berikut : 

 

IPM= 1,724+0,050 PAD+0,004 

DBH+0,005-0,333 DAK+0,058 LLPDS+ 

e 

 

3.4 Koefisien Determinasi  

Tabel 4  

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,756
a
 ,571 ,516 ,01836 1,968 

Sumber: Data diolah 2017 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan 

nilai adjusted R
2
 sebesar 0,516 yang 

memiliki arti bahwa 51.6% perubahan 

belanja modal dapat dijelaskan oleh 

variable PAD ,DBH, DAU, DAK, dan 



LLPDS. Sedangkan sisanya 49,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model. 

 

3.5 Uji t 

Tabel 5 

 

 Berdasarkan  hasil  analisis  maka  

dapat diketahui  pengaruh  antara  variabel  

independen secara  parsial  terhadap  

variabel  dependen  pada uraian berikut 

ini: 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh nilai signifikansi 0,005 < level of 

significant (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

pendapatan asli daerah terhadap indeks 

pembanguan manusia. 

2. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh nilai signifikansi 0,825 < level of 

significant (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara dana bagi hasil  terhadap indeks 

pembanguan manusia. 

3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh nilai signifikansi 0,868 < level of 

significant (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara dana alokasi umum  terhadap indeks 

pembanguan manusia. 

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAU) 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh nilai signifikansi 0,030 < level of 

significant (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

dana alokasi khusus  terhadap indeks 

pembanguan manusia. 

5. Variabel Lain Lain Pendaptan Daerah 

yang Sah (LLPDS) 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diperoleh nilai signifikansi 0,010 < level of 

significant (α) = 0,05. Karena nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa  terdapat pengaruh signifikan antara 

lain lain pendaptan daerah yang sah terhadap 

indeks pembanguan manusia. 

 

3.6 Uji f 

Tabel 6 

 

Hasil uji statistik F pada tabel diatas 

untuk menguji pengaruh PAD, DBH, 

DAU, DAK, LLPDS yang mempunyai F-



hitung sebesar 10,384 dengan nilai 

signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat 

signifikansi < 5%. Hal ini berarti model 

regresi dapat digunakan untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia atau dapat dikatakan variabel 

PAD, DBH, DAU, DAK, LLPDS secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependenya yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia. 

 

3.7 Pembahasan  

3.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Berdasarkan hasil analisis variabel 

pendapatan asli daerah memiliki thitung 

2,941 dan nilai signifikan 0,005 > 0,05, 

artinya pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia, dengan demikian 

hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa 

PAD sangat berperan penting dalam 

peningkatan kualitas pembangunan 

manusia di kabupaten/kota  provinsi. 

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk 

membangun dan memperbaiki 

infrastruktur untuk keperluan publik 

seperti, perbaikan sarana penunjang 

kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum. 

Artinya, semakin meningkat PAD, maka 

peningkatan IPM juga semakin meningkat. 

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 

akan berkontribusi dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 

 

3.7.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil 

terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

 Berdasarkan hasil analisis variabel 

pendapatan asli daerah memiliki thitung 

0,223 dan nilai signifikan 0,825 > 0,05, 

artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia, 

dengan demikian hipotesis kedua dalam 

penelitian ini ditolak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia pada 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 

Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh 

pemberian dana bagi hasil di 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan  tidak disertai dengan petunjuk 

teknis atau petunjuk pelaksanaan, 

pengawasan, monitering, dan evaluasi. Hal 

ini menyebabkan pengalokasian dana bagi 

hasil tidak tepat sasaran sehingga kurang 

berdampak dengan Indeks pembangunan 

manusia.  

 

3.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum 

terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Berdasarkan hasil analisis variabel 

dana alokasi umum memiliki thitung 0,168 

dan nilai signifikan 0,868 > 0,05, artinya 



dana alokasi umum tidak berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia, 

dengan demikian hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan 

kemampuan keuangan setiap daerah untuk 

membiayai kebutuhan dan kegiatan di 

daerahnya tidak sama, sehingga 

menimbulkan ketimpangan keuangan antar 

daerah. Salah satu komponen dana 

perimbangan adalah Dana Alokasi Umum 

yang pengalokasiannya menekankan pada 

aspek pemerataan dan keadilan yang 

selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintah (UU No. 23 tahun 2014).  

 

3.7.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus 

terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

 Berdasarkan hasil analisis variabel 

dana alokasi khusus memiliki thitung -2,258 

dan nilai signifikan 0,030 > 0,05, artinya 

dana alokasi khusus berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia, dengan 

demikian hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini diterima. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketika DAK yang 

diterima oleh pemerintah daerah semakin 

tinggi, maka tingkat kesejahteraan 

masyarakat tersebut yang diukur melalui 

IPM akan semakin tinggi. 

 

3.7.5 Pengaruh Lain Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia  

 Berdasarkan hasil analisis variabel 

lain lain pendaptan daerah yang  sah  

memiliki thitung 2,711 dan nilai signifikan 

0,010 > 0,05, artinya lain lain pendaptan 

daerah yang sah  berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia, dengan 

demikian hipotesis kelima dalam 

penelitian ini terima. Hal ini disebabkan 

Lain lain pendapatan daerah yang sah yang 

diterima setiap tahun selalu meningkat dan 

mampu membiayai Belanja Daerah yang 

mengalami peningkatan. 

 

4. SIMPULAN 

1. PAD seluruh daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014  

mengalami peningkatan setiap tahunnya 

Hasil penelitin ini membuktikan bahwa 

PAD memiliki hubungan postif dan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 

Artinya, semakin meningkat PAD, maka 

IPM juga semakin meningkat.  

2. DBH seluruh daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan mengalami peningkatan 

setiap tahun diharapkan dengan 

meningkatnaya DBH dapat pula 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Hasil penelitin ini 

membuktikan bahwa DBH tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Hal ini 

dikarenakan setiap daerah memiliki 

potensi kekayaan daerah  yang berbeda, 



dimana terdapat daerah  yang memiliki 

potensi kekayaan yang besar tetapi angka 

kesejahteraan manusianya relatif kecil 

ataupun sebaliknya. 

3. Hasil penelitin ini membuktikan bahwa 

DAU tidak berpengaruh  signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 

Hal ini dikarenakan kemampuan keuangan 

setiap daerah untuk membiayai kebutuhan 

dan kegiatan di daerahnya tidak sama, 

sehingga menimbulkan ketimpangan 

keuangan antar daerah. 

4. Hasil penelitin ini membuktikan bahwa 

DAK memiliki hubungan postif dan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 

Hal ini dikarenakan DAK digunakan untuk 

membiayai belanja lain dan DAK 

diberikan kepada pemerintah daerah yang 

berkebutuhan khusus. 

5. Hasil penelitin ini membuktikan bahwa 

LLPDS memiliki hubungan postif dan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 

Hal ini disebabkan Lain lain pendapatan 

daerah yang sah yang diterima setiap 

tahunnya selalu meningkat dan mampu 

membiayai Belanja Daerah yang 

mengalami peningkatan.  
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